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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29/PMK.01/2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI

Menimbang :

Mengingat

VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi,
pelayanan, pengawasan, dan penerimaan perpajakan
khususnya dari sektor pertambangan, minyak, gas
bumi, dan perusahaan negara serta meningkatkan
kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak perlu menyempurnakan
organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Pajak;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di
Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun
2007,

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kementerian Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011;

5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Pajak;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor
B/306/M.PAN-RB/01/2012 tanggal 27 Januari 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
62/PMK.01/72009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI
VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Pajak diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 80

(1) Pembagian sektor Wajib Pajak yang diadministrasikan pada KPP
Wajib Pajak Besar ditetapkan sebagai berikut:
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a. KPP Wajib Pajak Besar Satu mengadministrasikan Wajib
Pajak Besar dari sektor pertambangan dan jasa penunjang
pertambangan;

b. KPP Wajib Pajak Besar Dua mengadministrasikan Wajib Pajak
Besar dari sektor industri, perdagangan, dan jasa,;

c. KPP Wajib Pajak Besar Tiga mengadministrasikan Wajib Pajak
dari Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara sektor
industri dan perdagangan;

d. KPP Wajib Pajak Besar Empat mengadministrasikan Wajib
Pajak dari Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara
sektor jasa dan Wajib Pajak Orang Pribadi;

(2) Pembagian sektor Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan
beban kerja yang signifikan.

(3) Perubahan atas pembagian sektor Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(4) Penentuan kriteria dan/atau pemilihan Wajib Pajak yang
diadministrasikan oleh KPP Wajib Pajak Besar ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.

(5) Pembagian sektor, penentuan Kriteria, dan/atau pemilihan Wajib
Pajak yang diadministrasikan oleh KPP Madya ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.

(6) Pembagian sektor Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5)
wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri yang
membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi.”

2. Lampiran | diubah, sehingga menjadi sebagaimana Lampiran |
Peraturan Menteri Keuangan ini.

3. Lampiran Il diubah, sehingga menjadi sebagaimana Lampiran Il
Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal Il

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2012

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

*pelum dalam bentuk lembaran lepas
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